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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Menolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 

TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

27 AGUSTUS 2020 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, pukul 11.27 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang- 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 

MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 2/PUU-

XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 2/PUU-

XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU MA dalam perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 

diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota, untuk selanjutnya disebut 

Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT  UU MA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 7 dan 

Pasal 11 UU MA selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 7  UU MA: 
Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: 

a. Hakim karier: 
1. warga negara Indonesia;  
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau 

sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;  
4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;  
5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban;  
6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, 

termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan  
7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 
b. Nonkarier:  

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, 
angka 4, dan angka 5;  

2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling 
sedikit 20 (dua puluh) tahun;  

3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana 
hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan  

4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

 

Pasal 11 MA: 
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah 
Agung karena:  
a. meninggal dunia;  
b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;  
c. atas permintaan sendiri secara tertulis;  
d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan 

berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau  
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 7 dan Pasal 11 UU MA dianggap Pemohon bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Pemohon. 
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E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 dan Pasal 11 UU MA dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 

kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, 

Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan 

Pemohon dan hal-hal lain sebagai berikut: 

 

1. Bahwa terkait dengan perkara a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan 

pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan Presiden, 

keterangan  Pihak  Terkait  Mahkamah  Agung  dan  Pihak  Terkait  Ikatan  

Hakim Indonesia,  keterangan  Pihak  Terkait  Komisi  Yudisial,  dan  

keterangan  Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  Menurut  Mahkamah,  alasan  

diselenggarakannya  pemeriksaan persidangan  tersebut  dikarenakan  isu  

permohonan  Pemohon  diperlukan pendalaman  terutama  apabila  isu  

dimaksud  dijadikan  dasar  bagi  Mahkamah untuk  mendapatkan  

pemahaman  mengenai  kedudukan  dan  masa  jabatan hakim  agung  yang  

berkaitan  dengan  kedudukan  dan  masa  jabatan  hakim konstitusi sebagai 

pelaku kekuasaan  kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  

peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  

militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  

Mahkamah  Konstitusi”.  Oleh karenanya, dengan pertimbangan alasan  

tersebut  di  atas,  terlepas  dari terpenuhi  atau  tidak  terpenuhinya  syarat  

formal  permohonan  yang  diajukan Pemohon  a  quo  menurut  Mahkamah  

terdapat  urgensi  untuk  mendengarkan keterangan-keterangan para pihak 

dimaksud melalui pemeriksaan persidangan tersebut; 

 

2. Bahwa terkait dengan permohonan, setelah Mahkamah menyelenggarakan 

pemeriksaan  persidangan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dan  kemudian 

mencermati  kembali  permohonan  Pemohon  secara  saksama  telah  

ternyata terdapat  inkonsistensi  dan  kontradiksi  antara  posita  

permohonan  dengan petitum permohonan. Pada posita permohonan, 

Pemohon menguraikan masa jabatan hakim agung yang menurut Pemohon 

seharusnya dibatasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat 

selama dua  periode  (sepuluh tahun) [vide permohonan halaman 7]. Akan 
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tetapi, pada petitum permohonan justru  meminta  ketentuan  Pasal  7  dan  

Pasal  11  UU  3/2009  bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika 

petitum yang demikian dikabulkan justru akan menimbulkan  kekosongan  

hukum  karena  ketiadaan  pengaturan  mengenai syarat-syarat  untuk  

diangkat  menjadi  hakim  agung  dan  alasan-alasan pemberhentiannya; 

 

3. Bahwa selain itu, inkonsistensi dan kontradiksi juga terdapat pada bagian 

kedudukan hukum dan posita permohonan.  Pada bagian kedudukan hukum 

Pemohon menyatakan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan a 

quo [vide permohonan halaman 4], namun pada bagian posita permohonan 

Pemohon menyatakan tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya 

Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 [vide permohonan halaman 10]. Padahal, 

kerugian hak konstitusional harus dipenuhi untuk mengajukan 

permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah 

Konstitusi; 

 

4. Bahwa terkait dengan permohonan agar diberikan putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono), menurut Mahkamah hal demikian tidaklah tepat 

untuk dikabulkan karena akan melebihi dari hal-hal yang tidak dimohonkan 

oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih lagi permohonan agar diberikan 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) hanya diberikan terhadap 

permohonan yang dapat dipahami dan beralasan menurut hukum; 

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 

Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.  

 

[3.4]       Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah  kabur 

maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Permohonan 
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Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian pada Pasal 7 dan Pasal 11 UU 

MA mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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